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ABSTRAK

Endorsement merupakan teknik marketing yang melibatkan pemilik onlineshop
dengan endorser guna meningkatkan penjualan di era digital. Perjanjian
endorsement yang terjadi diantara keduanya merupakan perjanjian elektronik
melalui suatu system elektronik dalam hal ini aplikasi l/ine@. Namun pada
prakteknya, perjanjian endorsement yang terjadi seringkali bertentangan dengan
ketentuan kesahan perjanjian yang tertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yaitu adanya ketidakseimbangan hak antara pihak terlibat, ditemukan
ketidakcakapan para pihak pembuat perjanjian endorsement tersebut dan juga
menimbulkan sengketa yang merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya
serta pihak diluar perjanjian seperti konsumen. Adapun tujuan dari penelitian
skripsi ini adalah memahami kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi
line@ berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memahami kesahan
perjanjian endorsement melalui aplikasi Iine@ berdasarkan Undang- Undang
Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memahami pencegahan
dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian endorsement melalui
aplikasi /ine@ serta cara pembuktiannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi adalab penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan undang-undang serta konseptual, dan menggunakan sumber bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
perjanjian endorsement tersebut sah apabila tidak bertentangan dengan pasai 1320
KUHPerdata serta undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Informasi Dan
Transaksi Elektronik. Kemudian, apabila dalam perjanjian endorsement tersebut
dimungkinkan terjadi sengketa yang merugikan para pihak, para pihak dapat
mencantumkan klausul cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian endorsement,
seria kedua belah pihak bisa menempuh cara penyelesaian sengketa secara litigasi
;non litigasi atau secara Online Dispute Resolution,

Kate Kwret : Endorsemzni, Xeschan, Perjanflan Endorsement, Endorser

Pembimbing Utama, Pembi

g Pembantu,

. Mubammud/Syaifuddin, S:H.,M.Hw Dian , S.H.,,M.H.
NIP: 307281%%001 NIP: 198204132015042003

Ketux Buyg

xil

Scanned with CamScanner



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah membuka ruang tanpa batas didalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan perkembangan teknologi dan
informasi melesat maju di berbagai bidang, salah satunya dalam kegiatan bisnis.
Mekanisme bisnis yang awalnya dilakukan dengan unsur tatap muka atau
konvensional perlahan beralih menjadi via online dengan menggunakan jaringan
internet. Penggunaan internet untuk aktivitas bisnis ini yang selanjutnya dikenal
dengan Electronic Commerce atau biasa disebut E-Commerce.!

Berdasarkan data yang tertera pada Badan Pusat Statistik, selama tahun
2018 sebanyak 24.821.916 transaksi dari 13.485 usaha e-commerce dengan nilai
transaksi mencapai 17,21 triliun rupiah sehingga secara rata-rata setiap usaha E-
commerce melakukan transaksi sebanyak 1.841 kali dan nilai tiap transaksinya
rata-rata sebanyak 694 ribu rupiah.? Dengan jumlah transaksi yang terus
meningkat setiap tahun, mendorong para pelaku usaha untuk beralih dan
menapaki era penjualan online, hal ini tentu berakibat positif bagi para pelaku
usaha karena mereka tidak perlu menyediakan toko fisik , sehingga pengeluaran
modal bisa diminimalisir. Dengan semakin meningkatnya jumlah online shop
setiap tahunnya, secara otomatis tingkat persaingan usaha antara online business

akan semakin ketat.

! Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo dan Riyadi, “ Implementasi E-commerce
Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, Jurnal
Administrasi Bisnis, Volume 29 Nomor 1,2015, him.2.

2 Nia Anggraini Rozana, dkk, Statistik E-commerce 2019, Jakarta : Badan Pusat
Statistik, 2019, him. 22.



Kondisi ini mendorong para pemilik bisnis online untuk lebih kreatif
dalam meningkatkan penjualan atas produk mereka salah satunya lewat
promosi/iklan.Salah satu teknik marketing yang kerap dilakoni para pelaku usaha
online adalah endorsement, teknik marketing ini melibatkan 2 pihak yaitu pemilik
bisnis online dan pihak endorser yang akan memberikan jasa promosi untuk
produk dari suatu business online tersebut. Pihak Endorser ini sering disebut
“Selebriti” yang akan mempublikasikan promosi produk tersebut dalam suatu
media sosial baik itu dalam Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Mereka
biasanya berperan sebagai aktris, penghibur, atlit, yang dikenal masyarakat karena
kecakapannya dalam bidang tertentu sehingga menyokong produk tersebut untuk
dipromosikan. ® Pihak endorser memiliki jumlah pengikut (followers) jauh lebih
banyak daripada banyak pengguna pada umumnya, sehingga mereka cukup
dikenal oleh khalayak ramai, karena hal itulah akhirnya membuka peluang untuk
mencakup para calon pembeli baru lebih tinggi.

Mekanisme dalam endorsement juga cukup sederhana dan mudah, dimana
pada awalnya pihak pemilik bisnis online akan menghubungi kontak yang tertera
pada halaman utama atau bio profile pihak endorser, Kontak ini bisa diakses
melalui berbagai macam aplikasi contohnya aplikasi whatsapp, line@, direct
message Instagram dan lainnya. Aplikasi yang kerap digunakan dalam perjanjian
endorsement ini salah satunya adalah aplikasi line@. Aplikasi line@ merupakan

layanan social messenger yang dibuat khusus untuk memudahkan kegiatan pelaku

3Superwiratni, “Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Keputusan Menginap Di
Cottage Daarul Jannah”,The Journal : Tourism and Hospitality Essentials Journal, Volume 8
Nomor 2, 2018, him.100.



bisnis, terutama untuk skala kecil dan menengah dengan tujuan meningkatkan
kualitas pemasaran digital.*

Aplikasi line@ ini menjadi wadah komunikasi antara pemilik online
business dan pihak endorser untuk membahas tarif jasa endorser, pemilik bisnis
online juga bisa melakukan negosiasi atas tarif yang tersedia. Apabila endorser
bersedia, maka langkah selanjutnya endorser akan mengirimkan syarat dan
ketentuan yang akan diikuti oleh pemilik usaha online. Jika keduanya sudah
menyetujui, barulah negosiasi tentang produk apa yang akan dipromosikan, waktu
promosi dan periode promosi serta bentuk promosi bisa melalui foto ataupun
video produk.

Disini pihak endorser akan merealisasikan kreativitasnya lewat hasil foto ,
video atau melalui caption yang berisi deskripsi produk yang dipublikasikan oleh
endorser tersebut serta cara unik lain yang akan membuat para calon pembeli baru
untuk tertarik. Pada kondisi ini munculah istilah perjanjian endorsemet.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau
lebih.> Perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sesuai Pasal 1320
KUHPerdata yaitu®

1. Sepakat bagi pihak yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian

3. Mengenai suatu hal tertentu

4 Xendit, 5 Keunggulan Aplikasi Line@ Untuk Pertumbuhan Bisnis Anda,
https://www.xendit.co/id/blog/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/ ,
diakses 16 Agustus 2020 pukul 6.30 WIB

5 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT Intermasa, 2005, him. 17.



https://www.xendit.co/id/blog/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/

4. Suatu sebab yang halal

Dalam buku ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia |,
perjanjian sifatnya terbuka (open system), sehingga diperbolehkan untuk membuat
ketentuan sendiri dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum.” Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata juga
sudah ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian ini berisi prestasi yang wajib
dilakukan oleh pihak terkait, dalam hal perjanjian endorsement berarti pelaku
usaha dan pihak endorser.

Perjanjian Endorsement yang dilakukan melalui aplikasi line@ ini
dikategorikan sebagai perjanjian melalui elektronik karena perjanjian ini terjadi
melalui transaksi secara elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik
mengikat para pihak®.

Indonesia sendiri sudah mengatur tentang masalah di bidang pemanfaatan
teknologi informasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah mengalami perubahan yaitu
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam beberapa aspek pengaturannya,
undang-undang ini didasarkan kepada KUHPerdata. Oleh karena itu, pengaturan
mengenai perjanjian endorsement ini secara tidak langsung sudah tertera dalam
KUHPerdata Indonesia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, dalam pelaksanaanya, ternyata masih banyak ditemukan

kesimpangsiuran tentang kesahan perjanjian endorsement ini. Sebagai contohnya,

" Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8 pasal 18 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik



adanya ketidakseimbangan kedudukan antar para pihak, yang menimbulkan
penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak, karena bisa dilihat ketentuan yang
ditetapkan pihak endorser adalah ketentuan yang dibuat satu pihak, pelaku usaha
online yang membutuhkan jasa mereka tentu akan mengikuti ketentuan yang
sudah ditetapkan, sehingga dipertanyakan kesepakatan yang terjadi antara kedua
pihak apakah benar tanpa unsur dwang, dwaling dan bedrog.

Contoh lain dalam kerjasama endorsement yang terjadi antara selebriti
Instagram @ajengfazhh_ dan salah satu online shop dengan nama akun
@pricelicious_. Disini pihak pemilik business online Pricelicious menghubungi
pihak Ajeng lewat aplikasi line@ kemudian mekanisme endorsement berjalan
seperti layaknya mekanisme pada umumnya. Selebriti Instagram dengan nama
@ajengfazhh_ atau sering disapa Ajeng memiliki jumlah pengikut 1,6 juta dalam

akun instagramnya sebagai berikut : °

ajengfazhh_

1.6M 671

Followers Following

komando artist management | @udazzlee

cp manager : agung tolevidi 081218385598

pp/endorse : admin 081280780005 / @bless_management
bit.ly/ShopeePayAjengfazhh_

See Translation

Follow Message

Ajeng mempromosikan produk dari onlineshop bernama @pricelicious_.

Gadis ini juga sering kali mempublikasikan endorsement produk dari kerjasama

9 https://instagram.com/ajengfazhh_?igshid=wzr3b8tiotjv, diakses 8 September 2020,
pukul 15.39 WIB


https://instagram.com/ajengfazhh_?igshid=wzr3b8ti9tjv

endorsement dengan business online lainnya di akun Instagramnya, padahal dari

segi umur beliau belum cakap karena baru menginjak usia 16 tahun.®

9 Qpive - October 30, 2019

ajengfazhh_

o+

e - :

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata sudah ditetapkan bahwa salah satu ukuran
orang dikatakan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, kemudian diikuti
dalam Pasal 330 KUHPerdata, ukuran seseorang belum dewasa adalah belum
mencapai 21 tahun dan belum kawin, sedangkan umur Ajeng sendiri belum genap
18 tahun.

Contoh lainnya, mengenai legalitas produk atau barang yang ada di dalam
perjanjian endorsement, barang atau produk yang di endorse tersebut apakah
diperbolehkan secara hukum, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan ataupun
ketertiban umum. Seperti halnya Perusahaan First Travel yang membuka jasa
untuk pemberangkatan jemaat Haji, perusahaan tersebut menggunakkan jasa

Selebiriti Syahrini untuk mempromosikan layanannya, dimana ternyata pada

Sinta Pujawati, Biodata Rafi Sanjaya Dan Ajeng Fazzh Terlengkap,
http://sintapujawati22.blogspot.com/2018/08/biodata-rafi-sanjaya-dan-ajeng-fazzh.html,  diakses
pada Selasa 8 September 2020 pukul 16.50 WIB.



http://sintapujawati22.blogspot.com/2018/08/biodata-rafi-sanjaya-dan-ajeng-fazzh.html

faktanya, ratusan jemaat tidak bisa diberangkatkan haji dikarenakan adanya kasus
penipuan dari Perusahaan First Travel.!! Dari kasus First Travel ini patut
dipertanyakan juga kesahan perjanjian endorsement diantara pihak terkait.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya
menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih
lanjut. Sehingga, Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai
perjanjian endorsement melalui aplikasi line@. Penulis mengangkat hal tersebut
dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: KESAHAN, PENCEGAHAN
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN ENDORSEMENT

MELALUI APLIKASI LINE@ .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji

dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi line@

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

2. Bagaimana kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi line@
berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik?

1 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ini Fakta Sidang Yang Terungkap Saat
Syahrini Jadi Saksi First Travel, https://nasional.kompas.com/read/2018/04/03/07563031/ini-
fakta-sidang-yang-terungkap-saat-syahrini-jadi-saksi-first-travel?page=all , diakses pada Selasa 8
September 2020 pukul 16.50 WIB.
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3. Bagaimana pencegahan dan cara penyelesaian sengketa yang timbul
dari perjanjian endorsement melalui aplikasi line@ serta cara

pembuktiannya?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka
penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi
line@ berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

2. Untuk memahami kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi
line@ berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Untuk memahami pencegahan dan penyelesaian sengketa yang
timbul dari perjanjian endorsement melalui aplikasi line@ serta cara

pembuktiannya.

D. Ruang Lingkup

Memperjelas pembahasan pemasalahan yang diteliti dalam skripsi ini
maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai kesahan perjanjian
endorsement melalui aplikasi line@ berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik serta pencegahan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari

perjanjian endorsementnya melalui aplikasi line@ serta cara pembuktiannya.

E.

Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberikan beberapa

manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum perjanjian terutama mengenai
kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi line@ berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Nomor
19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi beberapa pihak berikut
ini:
a. Peneliti
Sebagai wadah untuk pembentukan pola pikir sistematis dan
dinamis serta peningkatan kemampuan penulis dalam menerapkan

ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
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b. Pemilik Usaha Online
Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kesahan
dalam suatu perjanjian endorsement melalui aplikasi line@ yang
mengikat pihak-pihak terkait, hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi pemilik usaha, mekanisme terlaksananya perjanjian
endorsement, asas-asas hukum perjanjian yang harus ditaati oleh
pemilik usaha online.

c. Pihak endorser
Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait kesahan
dalam suatu perjanjian endorsement, hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi  endorser, mekanisme terlaksananya  perjanjian
endorsement, asas-asas hukum perjanjian yang harus ditaati oleh
pihak endorser serta pencegahan dan penyelesaian sengketa yang
timbul dari perjanjian endorsementnya melalui aplikasi line@ serta
cara pembuktiannya.

d. Pembeli
Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pembeli
mengenai perjanjian endorsement terkait objek perjanjian khusunya
kualitas barang/produk yang diminati pembeli sesuai kebutuhan.

e. Masyarakat
Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi
masyarakat awam mengenai hukum perjanjian khususnya

pengaturan dan kesahan perjanjian endorsement.
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F. Kerangka Teoritik
Kerangka teoretik adalah tonggak yang menjadi pondasi pemikiran dalam
menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan
arah dan tujuan penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati. Penulis akan
menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas di dalam skripsi ini. Teori tersebut memiliki fungsi untuk menjawab
permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan
digunakan:
1. Teori Kepastian Hukum
Indonesia adalah sebuah negara yang termanifestasi sebagai negara
hukum.*? Sebagai negara hukum, tentu akan langsung berkaitan dengan
eksistensi kepastian hukumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan
dan kepastian hukum sendiri adalah perangkat hukum suatu negara yang
mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.®
Selanjutnya, kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto
mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 4
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan
mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena
(kekuasaan) negara.
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunguk dan
taat kepadanya

2 pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), http://kbbi.web.id/pusat diakses pada 17
Agustus 2020 pukul 7.20 WIB

14 Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika ,2011, him. 21.
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c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadao
aturan-aturan tersebut.

d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum

e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dipaparkan
secara normative, bukan secara sosiologi.*> Utrecht menyatakan bahwa:
“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adalah
terdapat aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui
perbuatan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan Pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum
dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memegang
wewenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum merupakan suatu peraturan
yang harus dipatuhi.’

Dalam penelitian ini teori kepastian hukum digunakan untuk

menunjang mengenai kesahan perjanjian endorsement melalui aplikasi

15 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum,

Yogyakarta : Laksbang Pessindo, 2010, him. 59.

16 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IImu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

1999, him.23.

42,

17 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 2012, him.
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line@ yang ditinjau berdasarakan hukum positif di Indonesia yaitu Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Melalui teori ini, penulis dapat menilik mengenai
kepastian hukum berdasarkan kedua undang-undang dalam kesahan
pembuatan perjanjian endorsement dalam masyarakat Indonesia,
khususnya di era pesatnya teknologi informasi digunakan sekarang,
kemudian juga dapat dianalisis pondasi hukum terhadap aspek pencegahan
dan penyelesain sengketa yang timbul karena terjadinya suatu perjanjian
endorsement. sehingga kepastian hukum terhadap terjadinya perjanjian
endorsement dapat ditelaah lebih jauh dan implikasi hukumnya juga dapat

dievaluasi secara seksama.

2. Teori Perjanjian

Definisi perjanjian menurut R. Wirjono Projodikoro adalah suatu
hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu
pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal
janji suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain
menuntut pelaksanannya. ! Pengertian perjanjian ini ternyata sudah
terkandung di dalam norma normative di Indonesia dimana berdasarkan
Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.%® Dari

perisitiwa tersebut timbul suatu hubungan hukum yang dinamakan

him.9

18 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung : PT. Sumur, 1981,

19 pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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perikatan. Perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan

hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu

prestasi.?® Beberapa pengertian para ahli diatas telah mendeskripsikan

pengertian perjanjian dari beberapa pemikiran yang berbeda, sehingga kita

dapat menarik beberapa unsur dalam perjanjian, antara lain :%

a.

Pihak terlibat sekurang-kurangnya dua pihak

Dalam suatu perjanjian tentu akan melibatkan sekurang-kurangnya
dua pihak atau lebih. Pihak yang dimaksudkan di sini adalah
subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum (rechtspersoon)
dan orang (naturlijkpersoon) yang cakap untuk melakukan
perbuatan hukum menurut undang-undang.

Terdapat syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ditetapkan oleh masing-masing pihak dan
berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Terdapat kata sepakat

Dalam perjanjian terdapat persetujuan antara kedua belah pihak
terhadap syarat, objek dan prestasi yang ingin diperjanjikan serta
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan
ketertiban umum.

Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi dalam suatu perjanjian berarti hak dan kewajiban para
pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut. Perjanjian
mengakibatkan pihak terkait untuk terikat satu sama lain, inilah
yang menyebabkan muncul hak dan kewajiban yang wajib
dilakukan oleh para pihak, jika tidak dilakukan maka terjadilah
yang disebut wanprestasi.

Terdapat tujuan yang ingin dicapai

Dalam suatu perjanjian pasti memiliki tujuan apa yang ingin
dicapai para pihak terkait berkaitan dengan keuntungan dalam
kepentingannya masing-masing.

Terdapat bentuk tertentu

20 Firman Floranta Adonara, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju,

2014, him.3.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, 1982, him. 98.
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Selanjutnya dalam suatu perjanjian terdapat tiga unsur, yaitu sebagai
berikut : %

a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak
karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka
tidak ada kontrak.

b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam
kontrak, undang-undang yang mengaturnya.

c. Unsur Aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para
pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Dalam suatu perjanjian atau yang biasa disebut kontrak tentu terdapat
asas-asas hukum yang membangun konstruksi hukum kontrak tersebut
yaitu sebagai berikut? :

a Asas Konsensualitas, dimana para pihak sepakat atau setuju
mengenai prestasi yang diperjanjikan

b. Asas Kebebasan Membuat Kontrak, merupakan asas Yyang
universal dimana asas ini membebaskan para pihak menentukan
apa saja yang ingin mereka perjanjikan sehingga menentukan apa
saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam kontrak.

¢ Asas Kekuatan Mengikat Kontrak, yang mengharuskan para pihak
memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama
lain dalam kontrak yang mereka buat.

d. Asas Itikad Baik

e Asas Keseimbangan, yang melihat keseimbangan posisi para pihak

f. Asas Kepercayaan

Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat

yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh

2 Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta : Rajawali Pers,
2017, him. 1.

2 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif
Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung : CV
Mandar Maju, 2012, him. 77.
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hukum.?* Syarat sah terbentuknya suatu perjanjian didasarkan padal Pasal
1320 KUHPerdata yang dipaparkan menjadi 4 syarat sebagai berikut :2°

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang melekat

pada subyek atau pihak yang terkait dalam perjanjian, sebaliknya, syarat
ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang melekat pada objek di
dalam perjanjian tersebut. Jika perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya
tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan
sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini
perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sedangkan perjanjian yang tidak
memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau
terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian
ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak
mampu termasuk wali atau pengampunya. 2

Perjanjian atau kontrak dapat juga dibuat oleh pihak yang tidak
bertatap muka baik secara lisan atau tulisan dimana biasanya surat akan
dikirimkan secara manual atau elektronik atau telegram dan lain

sebagainya. Dalam titik ini, dipertanyakan kapaan saat terjadinya

24 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni 1982, him. 88.
% pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
26 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., him. 127.
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kesepakatan tersebut. Untuk bisa menjawabnya, dibawah ini empat teori
hukum kontrak sebagai berikut?’ :

1. Teori Pernyataan (Vitings Theorie)
Teori pernyataan menyatakan bahwa kontrak telah lahir pada saat
penerimaan atas suatu penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak
yang ditawari. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat
ditentukannya secara pasti kapan kontrak itu lahir ;

2. Teori Pengiriman (Verzendings Theorie)
Teori pengiriman menyatakn bahwa kontrak telah lahir pada saat
penerimaan dan penawaran dikirimkan oleh pihak yang ditawari
kepada pihak yang menawarkan. Kelemahan teori hukum ini
adalah pihak yang menawarkan tidak tahu bahwa ia telah terikat
dengan penawarannya sendiri.

3. Teori Pengetahuan (Verneming Theorie)
Teori pengetahuan menyatakan bahwa kontrak lahir pada saat
surat jawaban (penerimaan) itu diterima oleh pihak yang
menawarkan. Kelemahan teori hukum ini adalah jika surat
penerimaan itu meskipun telah sampai ditempatnya ternyata tidak
segera dibaca

4. Teori Penerimaan (Onvangs Theorie)
Teori penerimaan menyatakan bahwa kontrak itu lahir pada saat
surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan,
tidak peduli apakah ia mengetahui atau membaca penerimaan
tersebut atau tidak.

Teori perjanjian digunakan dalam penelitian ini karena adanya
perjanjian endorsement yang terjadi antara pemilik bisnis online dan pihak
endorser melalui aplikasi line@, sehingga untuk memecahkan dan
menemukan penjelasan terhadap rumusan masalah yang dipaparkan dalam
penelitian ini, dibutuhkan teori perjanjian yang bisa membantu mengupas
jawaban dari setiap rumusan masalah, dalam hal ini melalui teori

perjanjian bisa dianalisis kesahan perjanjian endorsement baik berdasarkan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Informasi

27 Muhammad Syaifudin, Op. Cit. him. 116.
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dan Transaksi Elektronik baik itu pada saat perjanjian tersebut muncul
untuk pihak yang terkait, atau saat perjanjian endorsement tersebut sah
dihadapan hukum begitu pula mengenai dasar-dasar pembuatan perjanjian
dan lain sebagainya yang menjadi pendukung utama dalam menganalisis

setiap jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu
yang menyebabkan perbedaan pendapat ;pertengkaran; perbantahan. 28
Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan
pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain.?°® Sengketa ialah
adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok
yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak
terganggu atau dilanggar.®® Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin
teori penyelesaian sengketa dibagi menjadi ada 5 (lima), yaitu:

1) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu
solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang
lainnya.

2) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan
bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

3) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative
yang memuaskan dari kedua belah pihak.

4) With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi
sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

28 KBBI, https://kbbi.web.id/sengketa , diakses tanggal 29 September 21.00 WIB

2 Suyud Margono, Perlembagaan Alternative Dispute Resolution (ADR)”, dalam
Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001,
him.21.

30 Soerjono Soekanto, Mengenai Antropologi Hukum, Bandung :Alumni , 1979, him.26.
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5 Inaction (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.3!

Disisi lain ahli antropologi hukum juga mengemukakan pendapatnya
tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat,
baik dalam masyarakat tradisional maupun modern dimana menurut Laura
Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian
sengketa dalam masyarakat, yaitu :

1) Lumping it (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan
perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia
mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya.

2) Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan,
memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak
yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan
hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa
bisa saja terjadi..

3) Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan
kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat
memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.

4) Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan
merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang
dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa
adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah
pihak berupaya untuk saling menyakinkan dengan membuat aturan
mereka sendiri.

5) Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah
pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.
Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang
bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

6) Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa
sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator
dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima
keputusan dari arbitrator tersebut.

7) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai
wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari
keinginan para pihak yang bersengketa.

31 Dean G. Pruitt & Z. Rubin, Konflik Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, him.4-
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Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa
yaitu tradisonal, alternative disputere solution (ADR) dan pengadilan.
Cara tradisional adalah lumping it (membiarkan saja), avoidance
(mengelak) dan coercion (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat
ditemukan dalam perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak di atur secara
khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, sehingga untuk dapat
mengetahui definisi dari sengketa itu dapat kita temukan pada peraturan
perundang - undangan lain yang kedudukannya diatur dalam norma
hukum positif di Indonesia yaitu pada Undang Undang Nomor 30 tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengekta yang secara
sumir mendefinisikan suatu sengketa sebagai beda pendapat di antara para
pihak®?.

1) Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui
pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu
Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang
bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan
hak- haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian
sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose

solution?s.

32 Jimmy Joses Sembiring, Cara Penyelesaikan Sengekta di Luar Pengadilan, Jakarta :
Visimedia ,2011, him.7.

33 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan,
Jakarta : Grafindo Persada, 2012, him. 16.
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2) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi telah dikenal adanya

penyelesaian sengketa alternatif yang telah dipaparkan dalam Pasal 1

Angka (10) undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Alternative Dispute

Resolution) dilakukan dalam berbagai bentuk, sebagai berikut :

a)  Arbitrase

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999
menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa
perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa”.® Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak
diberikan kewenangan penuh untuk menunjuk arbiternya sendiri
dapat berupa arbiter tunggal atau majelis.®® Penyelesaian sengketa
melalui arbitrase didasari pada suatu perjanjian arbitrase. 3¢
b)  Negosiasi

Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para
pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai
kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis

dan kreatif.3’

3 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

% Frans Hendra Winarta, Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu
Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional, Jurnal Selisik , Volumel Nomor 1, 2015, him. 13

% pasal 9 Ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

37 Tri Jaya Ayu Pramesti, Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar

Pengadilan

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52897351a003f/litigasi-dan-
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C) Mediasi

Mediasi atau perdamaian adalah upaya penyelesaian
konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan
berperan sebagai penengah guna membantu pihak- pihak yang
bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh
kedua belah pihak. Hasil dari penyelesaiankonflik tersebut ialah
berupa Kesepakatan Perdamaian. 38
d)  Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para
pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada
Komisi baik permanen ataupun ad hoc, di mana tugas konsiliasi
ialah mempelajari sebab-sebab timbulnya sengketa dan mencoba
untuk merumuskan penyelesaian secara tidak memihak

sebagaimana yang diminta oleh para pihak.*

Teori penyelesaian sengketa digunakan dalam penelitian ini karena
terkait dengan pemecahan rumusan masalah yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa dalam perjanjian endorsement berdasarkan aplikasi

line@, sehingga dalam jika dalam perjanjian endorsement yang dibuat

alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/ diakses tanggal 29 September 2020, pukul
7.00 WIB

% Yudha Chandra A. dan Ridwan Arifin, “Jalur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, Jambura Law Review, Volume
1 Nomor 2, 2019, him.224.

3 Sri Setianigsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia, 2000, him. 34.
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antara pihak pemilik online shop dan pihak endorser terjadi sengketa dapat

dikaitkan ditemukan solusi melalui teori penyelesaian sengketa.

4. Teori Pembuktian

Dalam menelaah suatu permasalahan yang ada dimasyarakt,
pembuktian sangat dibutuhkan. Menurut Subekti “membuktikan” berarti
upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil
yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.*® Sudikno Mertokusumo
memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari
konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup
kepada hakin yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristiva hukum yang diajukan tersebut.*!
Pembuktian memiliki tujuan untuk memberikan gambaran berkaitan
tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut
dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.*?

Dari definisi dan tujuan pembuktian para ahli diatas, juga ditemukan
pembuktian yang tertera dalam hukum normative Indonesia yaitu
KUHPerdata yang diatur dalam pasal 1865 dimana setiap orang yang
mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan

haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada

40 Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001, him.1.

41 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2006,
him.135

42 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undnag-Undang Hukum
Acara Pidana, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1984, him. 11
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suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa
tersebut.*3

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “barangsiapa
mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan
untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus
membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut, telah jelas
bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan
oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa
dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.*

Teori pembuktian dibutuhkan dalam penelitian karena memilik
korelasi dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan yaitu pencegahan
dan penyelesaian sengketa perjanjian endorsement melalui aplikasi line@
serta cara pembuktiannya. Teori ini bisa digunakan untuk menganalisis
cara pembuktian dari permasalahan yang timbul akibat perjanjian
endorsement melalui aplikasi line@ sehingga dengan teori pembuktian
juga bisa memberikan kepastian hukum tentang kebenaran suatu peristiwa

yang ada berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

43 pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4 Michael Agustin, Prinsip- Prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata,
https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/
, diakses 29 September 2020 pukul 3.30 WIB
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G. Kerangka Konspetual

1. Endorsement

Endorsement adalah teknik advertising/iklan yang cukup umum
dikenal masyarakat yang digunakan untuk melakukan kegiatan promosi
melalui asosiasi eksplisit dengan menggunakan selebriti, produk kosmetik,
produk jam tangan, alcohol, mobil, apotek, program penurun berat badan,
dan jasa keuangan dengan tujuan meningkatkan Brand Awareness.*

Endorsement difokuskan untuk menarik minat perhatian konsumen
sehingga mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian produk
atau jasa terhadap suatu produk tersebut. Saat ini endorsement merupakan
alat promosi yang popular di dunia karena dengan menggunakan
selebriti/artis dapat menarik dipercaya oleh publik sehingga produk yang
di promosikan dapat diketahui dan dikenal oleh konsumen. 46

Menurut McCracken endorsement dipahami sebagai teknik pemasaran
dimana seorang individu mengenalkan barang/produk secara publik,
sehingga diharapkan pengenalan produk ini akan memunculkan para
konsumen baru.*’ Perjanjian endorsement merupakan salah satu perjanjian
atau kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak

yang dibuat melalui Sistem Elektronik.*®

% Livya Setiawan, “Pengaruh Celebrity Endorsement Terhadap Purchase Intention
Dengan Brand Awareness Sebagai Variabel Mediasi Pada Produk Green Tea Esprecielo Allure,
Jurnal Manajemen Pemasaran, Volume 12 Nomor 1, 2018, him. 54.

46 Superwiratni, Opcit , him. 100.

47Johannes Knoll dan Jorg Mattghes, The Effectiveness Of Celebrity Endorsements : A
Meta-Analysis, Journal Of The Acad. Mark. Sci, 2016. pg. 2.

“8 Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
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Jadi, perjanjian endorsement timbul karena kesepakatan antara
selebriti endorser dan pemilik bisnis online dengan tujuan pengiklanan
atau promosi atas suatu produk yang dijual oleh pemilik bisnis online.
Perjanjian endorsement dalam penelitian ini dikhususkan pada perjanjian
endorsement yang terjadi pada aplikasi line@ antara pemilik bisnis online
dan pihak endorser. Dengan terjalinnya komunikasi antara kedua belah
pihak, akan dicapai suatu kesepakatan mengenai produk yang akan
dikirimkan pemilik bisnis online kepada pihak endorser untuk
dipromosikan, serta kesepakatan mengenai harga terkait jasa promosi dari

pihak endorser tersebut.

2. Endorser

Endorser adalah pendukung iklan atau yang dikenal sebagai bintang
iklan yang di pakai dalam kegiatan promosi, dengan cara mengantarkan
sebuah pesan dengan memperagakan sebuah produk atau jasa, yang
memiliki tujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk
yang di iklankan.*®. Selebriti endorser ini merupakan kegiatan iklan yang
menggunakan orang atau tokoh terkenal (public figure) dalam mendukung
suatu pengiklanan produk.

Selain itu, Kotler dan Keller menjelaskan bahwa selebriti endorser
merupakan penggunaan narasumber (source) sebagai figure yang menarik

atau popular dalam iklan, hal tersebut merupakan cara yang cukup kreatif

4 Cindy C.O Soleman, Mariam Sondakh, Jefry W Londa, “Pengaruh Endorser Dian
Sastro Iklan Zwitsal Terhadap Pembelian Produk Pada Toko Swalayan Di Kota Manado”, E-
Journal Acta Diurna, Volume 4 Nomor 3, 2015, him. 2.
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untuk menyampaikan pesan agar pesan Yyang disampaikan dapat
memperoleh perhatian yang lebih tinggi serta dapat diingat.

Jadi, endorser adalah selebriti/artis/public figure yang menyediakan
jasa pengiklanan produk di platform mereka masing-masing bisa melalui
media social Instagram dan lainnya. Endorser biasanya akan diseleksi oleh
pemilik bisnis online berdasarkan target pemasaran yang diinginkan.
Contoh, untuk, pemilik bisnis kosmetik online, maka tentu akan memilih
beauty vlogger sehingga target pasar yang diinginkan sesuai dengan

produk yang diperjualbelikan.

3. Aplikasi Line@

Salah satu aplikasi yang populer di industry bisnis online adalah
aplikasi Line@. Aplikai Line@ adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan
oleh induknya yaitu LINE dengan dibuat khusus untuk memudahkan
pelaku bisnis, terkhusus untuk bisnis skala kecil dan menengah yang
dimaksudkan untuk meningkatkan pemasaran di era digital yang memiliki
beberapa keunggulan sebagai berikut :5*

1. Menyediakan fitur broadcast message untuk membuat dan
mengirimkan pesan secara langsung dalam jumlah banyak.
2. Menyediakan layanan distribusi kupon atau campaign promosi

secara langsung kepada audience sehingga peluang untuk
dikenal lebih banyak konsumen lebih besar.

50 Pratiwi Budi Utami, “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement Pada
Online Shop Di Indonesia”, Tesis (Banten : Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, 2014)
him. 2.

51 Xendit, 5 Keunggulan Aplkasi Line@ Untuk Pertumbuhan Bisnis Anda,
https://www.xendit.co/id/blog/5-keunggulan-menggunakan-line-untuk-pertumbuhan-bisnis-anda/ ,
diakses 16 Agustus 2020 pukul 6.30 WIB
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3. Menyediakan layanan pengunggah informasi tekstual yang
ingin dibagikan ke publik dengan susunan yang teratur dalam
bentuk text, foto ataupun video.

4. Menyediakan layanan pengelola akun secara optimal dengan
fitur statistik sehinnga dalam mengukur peningkatan followers,
comment, jumlah like dan share. Data ini sangat membantu
dalam melihat efektivitas sebuah campaign.

5. Penyediaan layanan eksklusif melalui akun premium sehingga
mendapatkan fitur yang tidak terdapat pada akun biasa.

Dikarenakan banyaknya online business yang menggunakan aplikasi
ini maka para endorser juga menggunakan aplikasi yang sama agar
memudahkan komunikasi antara pemilik bisnis online dan endorser yang
akan mempromosikan produk tersebut.

Jadi, aplikasi Line@ ini adalah media atau perantara komunikasi bagi
pemilik bisnis online dan endorser terkait kesepakatan mengenai
perjanjian endorsement baik mencakup produk yang akan diiklankan, tarif
jasa pengiklanan produk oleh endorser serta mengenai Syarat dan
ketentuan yang disepakati kedua belah pihak tentu dengan tujuan pihak

endorser mendapat pembayaran atas jasanya dan pihak pemilik bisnis

online mendapatkan pembeli baru sesuai target pasarnya.

H. Metode Penelitian

Suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan
dan kegunaan tertentu dapat disebut sebagai metode penelitian. Karakteristik dari
metode penelitian yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dimulai

dengan memunculkan permasalahan, mencari jawaban permasalahan dengan
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mengkaji literatur mengumpulkan data dari lapangan, menganalisis data dengan

teknik yang relevan, serta membuat kesimpulan.®

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan
hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang
dihadapi guna mendapatkan jawaban.%® Penelitian hukum normatif
memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas

hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa
pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang
Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji
ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pada
penelitian ini, Penulis akan menggunakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Disini, Penulis

dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan perundang-

52 Sudaryono, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017,
him. 60.

53 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2007, him. 35.
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undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis
tentang kesahan perjanjian endorsement yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19
tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.
b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual atau Conseptual Approach merupakan
suatu metode pendekatan berpedoman pada pendapat dari para ahli
hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, dan
berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas
dalam permasalahan ini. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan
dalam pendangan yang dikemukakan oleh sarjana ataupun doktrin
hukum yang diperoleh dari buku literatur, catatan kuliah, dan
berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas

dalam permasalahan ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum ini diperoleh dari :
1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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Undang-Undang Nomor Nomor 19 tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran
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Penyelenggara Sistem Elektronik. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238.

9. Aturan Hukum Internal Aplikasi Line@

10. Perjanjian Endorsement antara pihak terkait melalui

Aplikasi Line@

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti buku literatur, seminar, skripsi, tesis,
disertasi, jurnal hukum, karya ilmiah yang berkaitan erat dengan

pokok bahasan penulisan skripsi ini.

C. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer
dan sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan
pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya. Bahan hukum
yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Kamus Hukum, artikel dari media cetak dan media

elektronik.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum.
Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan
hukum mengenai perjanjian khususnya perjanjian elektronik dalam hal ini

perjanjian endorsement.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan
dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan
peraturan hukum mengenai perjanjian khususnya perjanjian elektronik
dalam hal ini perjanjian endorsement. Setelah memperoleh bahan hukum
yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya
adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan
sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut
dilakukan dalam bentuk kalimat yang logis,efektif dan efisien, sehingga
dapat memudahkan pemahaman atas bahan hukum vyang telah
dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian

ini.
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6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian
skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik analisis normatif akan
mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-
teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini,
bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang
logis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memudahkan dalam
menganalisis bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang
telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam

penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan
Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal
yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

Khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut
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